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Gugatan perwakilan (class action) merupakan suatu bentuk gugatan yang melibatkan sejumlah banyak orang yang mengalami penderitaan dan kerugian, sehingga tidak efisien dan praktis apabila diajukan secara individual atau terpisah-pisah tetapi diajukan secara kolektif dalam suatu gugatan berdasarkan hukum perdata konvensional.



Secara konvensional gugatan perwakilan (class Action) sudah dianut sejak lama di dalam suatu negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon. Hukum acara perdata di negara-negara tersebut juga telah secara tegas memberikan dasar bagi penerapan class action. Gugatan perwakilan (class action) secara luas telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan Amerika Serikat (US Federal Rule of  Civil Procedure), Kanada (The Quebec Law Respecting The Class Actions), Australia (Rule 13,part 8 of Supreme Court), dan India (Code of Civil Precedure).



Kehadiran gugatan perwakilan (class action) merupakan kebutuhan universal bagi seluruh bangsa Indonesia yang kini sedang memasuki tahap-tahap pembangunan yang sangat cepat dengan segala resiko yang dihadapinya. Dan juga mengingatkan Pasal 123 HIR (hukum acara perdata) sudah tidak relevan dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat serta sudah tidak sesuai dalam rangka menyelesaikan sengketa yang bersentuhan dangan persoalan public interest.

Dalam sistem hukum di Indonesia pemahaman terhadap gugatan perwakilan (class actions) dapat dikatakan sebagai suatu yang baru. Secara spesifik keberadaan gugatan perwakilan (class actions) diakui dalam Undang-udang Nomor 23 Tahun 1977 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pada tahun 2002 Mahkamah Agung mngeluarkan Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok atau Class Action. Gugatan perwakilan telah dicoba dipraktekkan dalam dunia peradilan Indonesia, antara lain melalui gugatan Boendel Remadja, Demam Berdarah, Pencemaran Sungai Ciujung, gugatan perburuhan, Patal Senayan dan lain sebagainya.



Dewasa ini penggunaan gugatan perwakilan yang menyangkut serta terkait dengan kepentingan publik atau khalayak ramai dan masyarakat kecil sudah sangat luas, di antaranya kasus-kasus publik seperti perlindungan konsumen, lingkungan hidup dan hak asasi  manusia (HAM)



Dilihat dari sisi manfaatnya, maka gugatan perwakilan (class action) miliki 3 (tiga) keuntungan, yakni :

1. Proses berperkara yang bersifat ekonomis (judical economic), yakni menghindari proses peradilan yang bersifat penggulangan, pengadilan tidak harus melayani gugatan-gugatan sejenis secara individual (satu persatu).

2. Akses pada keadilan (access to justice), yakni menghindari beban beban ekonomi yang menghambat seseorang untuk memperjuangkan haknya akibat ketidakmampuannya secara ekonomi. Jadi ditinjau dari sisi ekonomis gugatan perwakilan dapat mengatasi dengan cara para korban bergabung diri bersama lainnya.

3. Perubahan sikap pelaku pelanggaran (behavior modification), yakni menumbuhkan kesadaran dan perubahan sikap bagi mereka yang berpeluang dan berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.

Proses adopsi prosedur gugatan class actions banyak menimbulkan permasalahan dalam praktek karena ketiga undang-undang yang telah mengadopsi class action menentukan bahwa hokum acara yang berlaku adalah hokum acara perdata yaitu HIR dan RBG. Padahal HIR dan RBG tidak mengenai class action.


Gugatan class action bukan merupakan gugatan pada umumnya tetapi adalah suatu gugatan yang mewakili kepentingan suatu kelompok yang ada dalam suatu masyarakat, di mana yang mengajukan gugatan ini adalah suatu kelompok yang juga menderita kerugian. Dalam beberapa tahun terakhir ini telah banyak masyarakat menggunakan gugatan class action dan banyak diantaranya yang ditolak pengadilan dengan alasan bahwa gugatan itu tidak memenuhi persyaratan sebagai gugatan class action.


Pada tahun 2002 Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2002 sebagai ajuan untuk mengajukan gugatan class action dan bagaimana tata cara beracara dengan menggunakan gugatan class action.
C.Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana persyaratan dari gugatan class action.

2. Bagaimana prosedur penerapan gugatan perwakilan (class actions) di Pengadilan Negeri Klas IA Padang
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa yang terjadi persyaratan dari gugatan class action.

2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penerapan gugatan perwakilan (class actions) di Pengadilan Negeri Klas IA Padang

Dari penelitian ini manfaat yang ingin dicapai adalah diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum acara perdata di Indonesia dan khususnya memberikan informasi atau masukan bagi para pihak yang membutuhkannya.
D.Tinjauan Pustaka
Istilah gugatan perwakilan/kelompok merupakan terjemahan dari class actions (Bahasa Inggris). Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia istilah tersebut selanjutnya diadopsi ke dalam dua istilah yang berbeda. Dalam Pasal 37 Undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada bagian Penjelasan ayat (1) dipergunakan istilah ‘gugatan perwakilan’, sedangkan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat (1) menggunakan istilah “gugatan kelompok”. Walaupun ada perbedaan istilah antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut, sesungguhnya secara hakekat tidak ada perbedaan pengertian dan maksud dari kedua istilah tersebut.
Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Pasal 1 huruf a menyebutkan : “Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud”.
Undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Penjelasan Pasal 37 ayat (1) menyebutkan : “yang dimaksud dengan hak mengajukan gugatan perwakilan pada ayat ini adalah hak kelompok kecil masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.”

Dalam penjelasan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan : “gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.” Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini tidak memberikan pengertian gugatan kelompok tersebut hanya menjelaskan persyaratan diajukannya gugatan kelompok.
            Sementara itu Undang-undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi pada Penjelasan Pasal 38 ayat (1) memberikan pengertian gugatan perwakilan hamper sama dengan Undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu : hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, faktor hukum dan ketentuan yang ditimbulkan karena kerugian atau gangguan akibat kegiatan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

           Dalam peraturan perundang-undangan Amerika Serikat US Federal Rule of Civil Prosedore (1938) Pasal 23 : “suatu class action adalah suatu cara yang diberikan kepada sekolompok orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu masalah, baik seseorang atau lebih anggotanya menggugat atau digugat sebagai perwakilan kelompok tanpa harus turut serta dari setiap anggota kelompok.”


            Menurut Mas Achamad Susanto class action yaitu :



Suatu procedural terhadap satu atau sejumlah orang (jumlah yang tidak banyak), bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat itu sendiri sekaligus mewakili kepentingan ratusan, ribuan, ratusan ribu bahkan jutaan orang lainnya yang mengalami penderitaan atau kerugian. Orang tunggal) atau orang-orang (lebih dari satu/jamak) yang tampil sebagai penggugat disebut sebagai wakil klas (class representative), sedangkan sejumlah orang banyak yang diwakilinya disebut classs members.


            Menurut Susanti Nugroho, class action adalah :



Suatu prosedur dalam proses beracara perdata biasa, yang biasanya berkaitan dengan permintaan injuction atau ganti kerugian, yang memberikan hak procedural terhadap satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai penggugat itu sendiri dan sekaligus mewakili kepentingan ratusan, ribuan bahkan jutaan orang lainnya yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian.
Menurut Perma No 1 Tahun 2002 dirumuskan bahwa “gugatan perwakilan/kelompok sebagai prosedur pengajuan gugatan, di mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.



 Oleh karena konsep dan penerapan gugatan perwakilan (class action) masih merupakan sesuatu yang baru dan belum banyak dipahami oleh para penegak hukum maupun oleh praktisi hukum public, maka pengertian gugatan perwakilan (class action) sering dicampur-adukkan dengan konsep hak gugat LSM (NGO’s stnding to sue). Gugatan perwakilan dan hak gugat LSM memiliki perbedaan konseptual. Diantaranya (1) gugatan perwakilan terdidi dari unsur class representatives (berjumlah satu orang atau lebih) dan class members (berjumlah banyak). Unsur tersebut merupakan pihak-pihak korban atau yang mengalami kerugian nyata (konkrit atau riil), sedangkan dalam konsep hak gugat LSM, LSM sebagai penggugat bukan pihak yang mengalami kerugian nyata. Konsep wakil dalam gugatan LSM merupakan konsep perwakilan dalam pengertian yang relative abstrak; (2) konsekuensi dari perbedaan pengertian dari konsep perwakilan dari gugatan perwakilan (class action) dengan hak gugat LSM (NGO’s standing to sue) di mana hak gugat LSM, tuntutan ganti kerugian pada umumnya bukan merupakan ruang lingkup dari hak yang dijamin oleh undang-undang. Sebaliknya dalam gugatan perwakilan (class action) pada umumnya justru berujung pada tuntutan ganti kerugian.
            Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1365 menyatakan bahwa: “ Tiap perbuatan melanggar membawa kerugian pda orang lain, mewajibkan orang yang bersalah untuk mengganti kerugian “. Perbuatan class action di Indonesia yang begitu pesat mermelukan dasar hukum yang kuat dalam menerapkannya di dalam tantanan hukum nasional sehingga menjadi satu bagian dasar yang terpadudalam menciptakan rasa keadialan di masyarakat. Class action berkembang sesuai dengan kekuasaan kehakiman, pasal 4 (ayat) 2 yaitu : “ Peradilan dilakukan dengan sederhana,cepat, dan biaya ringan.” Sementara di dalam pasal 5 (ayat) 2 Undang-Undang pokok kekuasaan kehakiman menyatakan: “pengadilan membantu pencarian  keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya pengadilan yang sederhana,cepat,dan biaya ringan”. Dan untuk lebih lanjut dalam pasal 16 (ayat) 1 Undang-Undang pokok kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa: “ Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa,mengadili,dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.


               Dapat diamati bahwa konsep tersebut sangat sesuai dalam asas yang diterapkan dalam menangani perkara yang menggunakan gugatan claas action yang dapat diperlakukan dalam perkara-perkara yang melibatkan banyak korban dan dalam perkara yang sama sekali tidak perlu diadakan persidangan berkali-kali karena selain memakan waktu, biaya, dan kemungkinan menghasilkan keputusan yang berbeda atas kasus yang sama.


               Namun dapat dilihat bahwa kehadiran class action di Indonesia belum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata di Indonesia, tetapi pengakuan secara legalitas formal bagi penggugat class action diatur dalam : 
1) Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. 
Pasal 37 mengatur tentang hak-hak masyarakat dan organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan perwakilan maupun gugatan perwakilan kelompok ke pengadilan mengenai berbagai masalah linkungan hidup yang merugikan kehidupan masyarakat.
Dalam Pasal 37 berbunyi :
a. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan penegakan hukum mengenal berbagai masalah lingkunagan hidup yang merugikan kehidupan masyarakat.

b. Jika diketahui masyarakat menderita karena akibat pencemaran dab atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan pokok masyarakat, maka instasi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

c. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat b diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 37  (ayat) 1 menjelaskan 3 hal yang harus ada dalam gugatan class action :

a. Hak sekelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili mereka sendiri, kelompok dan sekelompok masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan.
b. Pihak yang dirugikan dalam jumlah besar.

c. Atas dasar adanya kesamaan permasalahan, baik permasalahan fakta hukum maupun tuntutan.

2) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 46 (ayat) 1 mengatur gugatan class action, bahwa gugatan pelanggaran atas pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

a. Sekelompok konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.

b. Sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama.

c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang didalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
d. Pemerintah dan atau instansi terkait apabila barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian kerugian materil yang besar dan atau korban yang tidak sedikit.

Penjelasan Undang-Undang PK tentang gugatan class action adalah :30
a. Undang-Undang PK mengakui adanya gugatan kelompok atau class action.

b. Gugatan class action harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikansecara hukum (contoh bukti transaksi).

Gugatan class action dalam lingkup perlindungan konsumen menyangkut dua hal :31
a. Gugatan ini merupakan wujud peningkatan kesadaran konsumen terhadap mutu pelayanan public service Indonesia.

b. Kerugian itu akan dianjurkan melalui upaya class action (gugatan kelompok) suatu yang dinilai masih baru di Indonesia.

3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
Pasal 71 (ayat) 1 berbunyi :

“Masayarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kepengadilan dan melaporkan ke penegak hukum terhadap kekuasaan hukum yang merugikan kehidupan masyarakat.”

4) PERMA No. 1 tahun 2002 Tentang Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 1 sub a PERMA No.1 tahun 2002 :

“Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.”
Penerapan gugatan class action di Indonesia belum diatur dalam Hukum Acara Perdata, namun didalam empat peraturan perundang-undangan dan satu penerbitan PERMA No. 1 tahun 2002 Tentang Class Action telah memungkinkan secara legalitas formal untuk diberlakukan mekanisme gugatan class action di Indonesia sehingga diharapkan PERMA No. 1 tahun 2002 ini dapat mengisi kekosongan, sambil menanti adanya Undang-Undang yang mengatur tentang gugatan class action. PERMA mempunyai arti penting karena memberikan kepastian hukum tentang penangganan terhadap gugatan class action. Apalagi sebelumnya gugatan class action ini bias diterima atau ditolak dengan berbagai pertimbangan.

Penerapan gugatan sejalan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, biaya ringan yang telah diatur dalam Undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 4 ayat (1)  UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan :”peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, biaya ringan’. Dikuatkan dengan Pasal 5 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman :”peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan’.


Dari Pasal-pasal di atas maka peradilan mempunyai beban dan kewajiban untuk menghilangkan segala hambatan yang memungkinkan dihadapi oleh para pencari keadilan. Class action mempunyai tujuan dan manfaat sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan prinsip atau asas dalam hukum acara. 

Ada 4 manfaat gugatan class action, yaitu :

1. Proses beracara bersifat ekonomis

a. Bagi pengadilan : mencegah penggulangan gugatan secara individu karena pengadilan harus melayani gugatan yang sejenis satu persatu dan ini dapat mengurangi keseluruhan biaya perkara yang harus keluarkan pengadilan.

b. Bagi penggugat: menghemat biaya penggugat karena hanya satu kali saja dan ini dapat mewakili kepentingan anggota kelompok lainnya, yang kebetulan tidak mampu dari segi keuangan, sosial atau psikologi tanpa maju ke depan pengadilan.
2. Mengefektifkan efiensi penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan banyak orang.
Efektif karena melalui proses berekara dengan gugatan class action
:  
a. Secara serentak atau sekaligus dan masal kepentingan kelompok    diperbolehkan.                                                                                                                                                   
b. Hal ini dapat ditempuhapabila mereka memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum yang sama, berhadapan dengan tergugat yang sama.
c. Menghindari terjadinya putusan bertentangan, dan berbeda-beda atau yang tidak konsisten. 
3. Mengembangkan penyerdehanaan akses masyarakat memperoleh keadilan. 

Proses gugatan class action untuk menggenakan asas penyelenggara peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan agar akses ke masyarakat terhadap keadilan semakin dekat.
 Dan juga mengurangi hambatan-hambatan bagi penggugat individu pada umunya berposisi lemah.

4. Merubah sikap pelaku masyarakat.

Merubah tingkahlaku yang tidak pantas dari tergugat karena tergugat yang semula tidak dapat dituntut secara bersama untuk melakukan suatu perbuatan tertentu atau untuk membayar kerugian dalam jumlah tertentu, dengan adanya putusan class action menciptakan tekanan bagi tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sesuai dengan diperintahkan oleh pengadilan. 

Perma No. 1 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengajuan Gugatan Prewakilan pasal 3 :
1. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok.

2. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walau tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu.
3. Keterangan nama anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitannya dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.

4. Posita dari seluruh kelompok, baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, tang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi, yang dikemukakan secara jelas dan rinci.
5. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau subkelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda.

6. Tuntutan atau petitium ganti kerugian harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok, termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.


Jadi bentuk formulasi dalam gugatan class action dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Ditujukan kepada PN sesuai dengan kompetensi Mutlak dan relatif.


Kekuasaan mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan dilihat dari macamnya peradilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili.41Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang ketentuan kekuasaan kehakiman didalam Pasal 2 ditulis mengenai system peradilan di Indonesia yang mengenal empat lembaga peradilan yaitu : Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Umum.

Sedangkan kompetensi relative yaitu suatu kompetensi yang berhubungan dengan wilayah hukum suatu pengadilan. Komoetensi relative ini diatur dalam Pasal 118 HIR/142 RB dan Pasal 20 BW, dimana kita ketahui dalam class action tergugat dan  penggugat lebih dari satu maka kompetensinya yaitu :

a. Gugatan diajukan pada tempat tinggal salah seorang waki kelompok dari penggugat, terserah dari penggugat, jadi penggugat menentukan di mana akan mengajukan gugatan.

b. Yang menyangkut pegawai negeri, yang berwenang untuk mengadili adalah pengadilan negeri dimana ia bekerja.

2. Mencantumkan tanggal pada gugatan meskipun pencantuman itu tidak diatur secara tegas, namun dalam praktik peradilan telah dianggap sebagai salah satu formulasi gugatan.

3. Menyebutkan identifitas para pihak


Dalam suatu gugatan terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Penggugat dalam gugatan class action ini adalah banyak korban (konsumen) yang menderita kerugian di mana pencantuman indentitasnya tidak perlu mendefinisikan seluruh anggota kelompok secara rinci melainkan hanya diwakilkan oleh wakil kelasnya.

4. Mencantumkan posita

Posita atau bias juga disebut fundamental petendi, berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan.42Dasar gugatan atau dasar tuntutan (alasan-alasan hukum) adalah alasan-alasan asar yang memuat adanya hubungan hukum (sengketa) antara para pihak (dalam hal ini konsumen dan pelaku usaha) yang perkara harus sama. Posita yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur :

a. Dasar hukum yang memuat uraian tentang adanya hak atau penjelasan mengenai hubungan hukum antar penggugat dengan tergugat maupun dengan objek dan materi yang disengketakan.

b. Dasar fakta yang memuat uraian tentang suatu peristiwa atau penjelasan mengenai pokok perkara.
5. Mencantumkan tuntutan atau petitum ganti kerugian


Berisikan permohonan mengenai tuntutan yang sama tetapi dalam hal tertentu tidak masalah bila tuntutan tersebut tidak sama (dalam hal ini ganti kerugian) agar dapat dikabulkan pengadilan. Tuntutan terbagi atas dua bagian, yakni :

1. Petitum Primer (Tuntutan Pokok)


Berisikan biaya tuntutan yang di tuntut wakil kelompok (dalam hal ini konsumen) sebagai penggugat yang mewakili dirinya sendiri dan kepentingan anggota kelompoknya perihal ganti kerugian.
2.Petitum Sekunder (Tuntutan Tambahan)


Tuntutan tambahan mengenai penilaian hakim yang bertujuan jika tuntutan primer ditolak masih ada kemungkinan dikabulkan gugatan berdasarkan atas kebebasan hakim serta berdasarkan keadilan.


Dalam gugatan class action petitum tentang ganti kerugian haruslah :

1) Harus dikemukakan dengan jelas dan rinci.

2) Memuat dan menjelaskan cara penjelasan pendistribusian ganti rugi kepada seluruh anggota.

3) Usul pembentukan tim atau panel yang bertindak membantu kelancaran pendistribusian ganti rugi.
E. Pembahasan
1. Persyaratan Gugatan Class Action 

Dalam mengajukan gugatan class action ke pengadilan, ada berapa persyarata yang harus dipenuhi oleh pihak penggugat yang bersifat universal dan formal, persyaratan formal dibuat oleh Negara yang bersangkut sesuai dengan kebutuhan Negara tersebut dalam melaksanakan suatu hukum acara perdata. Tiga perkara yagn telah memiliki kekuatan hukum tetap di pengadilan Negeri Jakarta pusat akan membahas lebih lanjut mengenai proses pelaksanaan syarat-syarat gugatan class action. Persyaratan. Perkara perdata dalam penelitian ini adalah perkara Perdata No 43/Pdt.G/2005 di mana antara Kesatuan Pedagang Pasar Raya (KPP) Padang sebagai penggugat yang diwakili oleh advokat yang tergabung dalam Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH) Padang melawan Pemda Padang, DPRD Padang, PT. Cahaya Sumbar Raya Padang dan PT Nindya Karya  sebagai para tergugat.            

Persyaratan yang digunakan dalam perkara  menggunakan mekanisme gugatan class actions di Pengadilan Negeri KLas IA Padang adalah sebagai berikut :
1. Gugatan secara perdata


Dalam gugatan Perdata No 43/Pdt.G/2005 merupakan gugatan perdata. Istilah gugatan dikenal dalam hukum acara perdata sebagai tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk menghindari main hakim sendiri. 

2. Numerausity ( jumlah anggota kelompok yang sedemikian banyak)

Gugatan yang merupakan suatu tuntutan hak yang mengandung sengketa, pihak-pihaknya adalah penggugat dan tergugat. Penggugat dalam mekanisme class action terbagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu :

a) wakil kelompok; yang menjadi wakil kelompok dalam perkara Perdata No 43/Pdt.G/2005 adalah Ketua Kesatuan Pedagang Pasar (KPP) Padang dan Sekretaris Kesatuan Pedagang Pasar (KPP) Padang diwakilkan kepada 8 (delapan) advokat tergabung dalam Yayasan Lembaga Bantuan Hukun Indonesia Padang. Jadi wakil kelompoknya beranggotakan lebih dari satu orang.
b) anggota kelompok; class member (anggota kelompok yang jumlahnya sangat banyak. Dalam perkara ini anggota kelompoknya adalah beberapa organisasi pedagang sejenis di komplek pertokoan Blok A s/d F, Duta Merlin, Fase VII dan Koppas Plaza, beranggotakan ratusan pedagang.

Dalam Perma No 1 Tahun 2002 pada Pasal 2 tidak disebutkan secara jelas mengenai ketentuan jumlah atau batas minimum maupun maksimum pihakm penggugat yang dapat mengajukan gugatan claas action. Susanti Adinugroho menyatakan bahwa :”penentuan jumlah anggota yang ditetapkan oleh Hakim mengenai berapa jumlah kelompok yang efektif dan efisien mengajukan gugatan claas actions. Jika dibandingkan dengan Negara Amerika Serika yaitu jumlah anggota kelompok yang sangat banyak. Bila penggugat hanya terdiri dari sepuluh ataua dua puluh rang percuma saja melakukan class action, klasifikasi banyak orang yang diterapkan di Amerika Serikat juga diikuti oleh Indonesia.
3. Commonality dan Typicality

Sebuah perkara perdata dapat diklasifikasikan sebagai class action atau bukan maka terlebih dahulu perlu diketahui faktor kesamaan antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya, artinya yang dialami sama, modus-modus pelanggarannya sama. Kesamaan dilihat dari fakta maupun hukumnya  yang menurut penggugat dilanggar olh pihak tergugat dalam arti posita dan petitumnya. Dalam perkara di atas para penggugat menggunakan dasar hukum yang sama, fakta yang sama, dan tuntutan yang sama.

4. Adequacy of representative (kelayakan perwakilan) 

Wakil kelompok dalam perkara di atas merupakan orang-orang yang mempunyai bukti paling banyak dan mereka adalah ketua dan sekretaris dari Persatuan Pedagang Pasar (KPP) Padang. Ini yang menetukan adalah para pedagang di Pasar Raya Padang. Memang sebaiknya wakil kelompok ditambah beberapa orang lagi yang berasal dari anggota KPP karena berasal dari beberapa kelompok pedagang seperti kelompok pedagang Fase VII, Duta Merlin, Koppas dan Blok A s/d F. Jadi akan lebih mewakili. Dalam Putusan Hakim No 43/ PDT.G/2005/PN.PDG hal ini tidak dipermasalahkan oleh hakim.


Dalam Perma No 1 Tahun 2002 Pasal 4 menyatakan bahwa bahwa: “untuk mewakili kepentingan anggota kelompok, wakil kelompok tidak disyaratkan memperoleh kuasa dari anggotakelompok”. Berdasarkan ketentuan ini wakil kelompok dapat mengajukan gugatn untuk dan atas naa seluruh anggota kelompok, tidak memerlukan suart kuasa khusus dari anggota kelompok. Ketentuan ini realistic dan efektif karena mengatasi kesulitan mendapatkan surat kuasa dari seluruh anggota kelompok. Mengenai kelayakan wakil kelas ini diatur dalam Perma No 1 Tahun 2002 pada Pasal 2 huruf b di mana wakil kelas yang pada umumnya berjumlah sedikit dan tampil sebagai penggugat mewakili dan mengatasnamakan dirinya dan anggota kelompok lainnya yang pada umumnya berjumlah banyak. 


Kedudukan dari wakil kelompok menjadi sangat penting sehingga harus benar-benar dapat menjamin kepentingan anggota kelompoknya yang dapat saja berjumlah ratusan atau bahkan ribuan orang, sehingga diharapkan wakil harus mempunyai kriteria sebagai berikut :

a. Korban yang mempunyai alat bukti yang paling banyak;
b. Memenuhi kapasitas sebagai wakil kelompok, artinya ia benar-benar korban, jujur dan dapat menjamin membela kepentingan anggota kelompoknya;

c. Memiliki kemampuan berkomunikasi terkait dengan perkara yang dialaminya.


Dalam hal seperti ini anggota kelompok tidak mengenal dan mengetahui kejujuran dan kesungguhan wakil kelompok untuk membela kepentingan anggota kelompoknya. Untuk mencegah pengeksplotasi class action maka Hakimlah yang mempunyai hak menilai apakah suatu wakil kelompok tersebut memiliki persyaratan sebagai  wakil kelompok dan adanya hak menolak atau menyangkal kepada angota kelompok terhadap wakil kelompoknya. Begitu pentingnya persyaratan kelayakan perwakilan yang diamanatkan kepada wakil kelompok maka tindakan yang biasanya dilakukan  Hakim selama proses persidangan gugatan class action adalah :

a. Hakim terus melakukan pengawasan wakil kelompok dalam melakukan pembelaan terhadap anggota kelompoknya.

b. Hakim akan selalu mempertimbangkan setiap keseluruhan anggota kelompok akan kinerja wakil kelompok yang tidak memadai dalam membela kepentingan anggota kelompoknya.

c. Untuk melindungi kepentingan masyarakat Hakim dapat menggatikan wakil kelompok kepada orang lain atas usulan dari anggota kelompok.

d. Untuk melindungi kepentingan masyarakat yang pengajuannya diwakilkan oleh kuasa hukumnya Hakim juga harus selalu mengawasi kinerja kuasa hukum tersebut. Jika advokat melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela kepentingan anggota kelompoknya maka Hakim juga dapat menggantikan kuasa hukum penggugat. 


Persyaratan class action yang berlaku secara universal pada dasarnya tidak terlepas dari keempat syarat sebagai berikut :
1. Numerousity yaitu jumlah orang yang menjadi korban harus banyak.

2. Commonality(harus ada kesamaan) yaitu kesamaan fakta dan dasar hukum

3. Typicality (tuntutan sejenis), yaitu tuntutan maupun pembelaan dari wakil kelompok dengan anggota kelompok harus sejenis.

4. Adequency of representation yaitu adanya kelayakan wakil kelas.  


Dari Perkara Perdata No 43/Pdt.G/2005 ini maka syarat  formil untuk suatu gugatan class action sudah terpenuhi karena sudah memenuhi sesuai dengan syarat yang diatur dalam Perma No 1 Tahun 2002. Tetapi secara syarat materilnya tidak terpenuhi menurut Perma No 1 Tahun 2002 pada Pasal 3 ayat f, memuat tentang syarat-syarat gugatan perwakilan kelompok antara lain harus memuat tuntutan atau petitum tentang ganti rugi secara jelas dan rinci, memuat usulan mekanisme atau pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok termasuk usul tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti rugi”. Hal ini dikuatkan dengan Putusan Hakim No 43/PDT.G/2005/PN.PDG bahwa kerugiannya bersifat sementara dan belum final karena pembangunannya sedang berlangsung karena itu majelis hakim berpendapat bahwa belum ada kerugian yang nyata-nyata diderita oleh wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Menurut pertimbangan hakim dalam hal tuntutan ganti rugi secara jelas dan rinci tidak terpenuhi karena dalam gugatannya dinyatakan para penggugat mengalami kerugian materil total sebesar Rp 22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) perhari, belum lagi kerugian lain yang bersifat inmateril berupa kesedihan dan lain-lain, sehingga menurut Hakim ini belum jelas dan rinci. Selain itu dinyatakan pula bahwa pembangunannya masih sedang berlangsung atau belum selesai. Dan ini menunjukkan bahwa kerugiannya belum pasti. Jadi syarat ini tidak terpenuhi dalam perkara Perdata No 43/Pdt.G/2005, sehingga gugatan ini dinyatakan tidak sah sebagai gugatan class action.
2. Penerapan Perkara Gugatan Class Action Di Pengadilan Negeri Klas IA Padang


Pertama yang harus dilakukan dalam mengajukan gugatan class action adalah dengan adanya sekelompok orang yang menderita suatu kerugian tertentu dan ingin menuntut kepada instansi tertentu maka ia dapat mengajukan class action secara tertulis ke pangadilan. Pengajuan gugatan class action ini harus diajukan oleh sekelompok orang yang benar-benar menderita kerugian dan bila ia sudah meninggal dapat dilakukan oleh ahli waris. Dengan prosedur secara sederhana tanpa diperlukan adanya surat kuasa dari anggota kelompok dan awal penggugat tidak menyebutkan anggota kelompok secara spesifik.

Pemeriksaan yang dilakukan pada dasarnya sama dengan pemeriksaan pada gugatan-gugatan pada umumnya. Karena gugatan yang diperiksa adalah gugatan class action, memang ada hal-hal tertentu yang memerlukan pemeriksaan secara khusus, yaitu :
1. Pemeriksaan apakah wakil kelompok yang maju dianggap jujur dan benar-benar mewakili kepentingan kelompok.

2. Pemeriksaan apakah ada kesempatan permasalahan dalam hukum dan fakta serta tuntutan pada seluruh anggota kelompok.

3. Pembuktian khusus untuk membuktikan permasalahan yang sama yang menimpa banyak orang.

4. Cara pembagian ganti kerugian untuk sejumlah besar orang.

Sebagai pedoman sebelum adanya Undang-Undang yang mengatur gugatan class action yang hingga saat ini masih digunakan, hakim dalam memeriksa dan mempertimbangkan gugatan class action, dapat ditempuh mekanisme pemeriksaan ada dua cara yaitu :
1. Tahap awal pemeriksaan atau pengakuan class action.

2. Tahap pemeriksaan substansi perkara.
1)Tahap awal proses pemeriksaan atau tahap pengakuan class action (sertifikasi)
Dalam proses persidangan awal class action di Indonesia yang disebut sertifikasi (tahap pengakuan pemeriksaan class action). Menurut Perma No 1 Tahun 2002 Pasal  dan Pasal 3 menyatakan :“pemeriksaan gugatan yang dilakukan oleh hakim dengan mempertimbangkan kriteria dan persyaratan gugatan kelompok”.
Sah atau tidaknya gugatan class action setelah pertimbangan dan pemeriksaan Hakim, dituangkan alam suatu penetapan pengadilan. Bila gugatan class action tersebut dikabulkan maka pengadilan menerbitkan penetapan yang berisi amar menyatakan sah gugatan class action, memberi izin untuk berkara melalui proses class action, selanjutnya memerintahkan penggugat segera mengajukan usulan model pemberitahuan (notifikasi).

Sedangkan bila Hakim memutuskan bahwa penggunaan prosedur gugatan class action dinyatakan tidak sah, maka pengadilan menerbitkan penetapan yang bersi amar menyatakan gugatan class action tidak sah, memeriksa pemeriksaan dihentikan.

Pemberitahuan (notifikasi) diatur pada dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: “Cara pemberitahuan kepada anggota kelmpok dapat dilalui melalui media cetak dan atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti kecamatan, kelurahan atau desa, kantor pengadilan dan secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkut sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan Hakim.”
Sedangkan menurut ayat (2) :“Pemberitahuan kepada anggota kelompok wajib dilakukan pada tahap-tahap :

a. Segera setelah Hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan prewakin kelmpok dinyatakan sah.
b. Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti kerugian ketika gugatan dikabulkan.

Dalam hal pemberitahuan (notifikasi) yang bukan dapat dilakukan dengan surat kabar, disiarkan di radio ataupun dengan penyiaran di televisi, yang berguna agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang terpencar-pencar. Pemberitahuan (notifikasi) biasanya dilakukan dalam pelaksanaannya adalah :

a. Pada awal proses gugatan

b. Pada proses penyelesaian tuntutan

c. Pada saat penggatian wakil kelas

d. Pada saat gugatan naik banding

Setelah gugatan class action dinyatakan sah oleh Hakim dan tertuan dalam penetapan pengadilan lalu Hakim memerintahkan penggugat mengajukan usul model pemberitahuan kepada masyarakat dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Hakim dengan menggunakan mekanisme opt out. Mekanisme yang dilakukan dengan menggunakan prosedur opt out, dimana anggota kelompok yang telah didefinisikan secara umum dalam gugatan perwakilan diberitahukan melalui pemberitahuan publik. Pihak-pihak yang termasuk dalam definisi umum tersebut diberi kesempatan dalam jangka waktu tertentu untuk menyatakan keluar (opt out) dari kasus gugatan perwakilan apabila tidak ingin diikut sertakan dalam gugatan perwakilan sehingga putusan pengadilan tidak mengikat dirinya.
Pada perkara Perdata No 43/Pdt.G/2005 gugatan kelompok (class action) yang diajukan tergugat dinyatakan tidak sah sebagai gugatan claas action, karena tidak memenuhi criteria sebagai gugatan class action. Jadi pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan.

Pemeriksaan perkara akan dilanjutkan jika gugatan class action dinyatakan sah sebagai gugatan class action sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan perkara. Tahap pemeriksaan perkara ini sama dengan pemeriksaan perkara perdata umum.

2)Tahap pemeriksaan substansi gugatan perkara.

Pada tahap pemeriksaan substansi gugatan bahwa “Proses pemeriksaan sama seperti dalam perkara perdata konvensional pada umumnya, yaitu : pembacaan surat gugatan, jawaban dari tergugat, replik, duplik, pembuktian, dan penetapan putusan Hakim.” 
3)Tahap proses pendistrbusian ganti rugi.

Apabila telah ada keputusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka putusan dapat dilaksanakan. Pelaksanaan putusan dalam class action adalah proses pelaksanaan ganti kerugian. 


Tuntutan ganti kerugian yang diajukan dalam gugatan class action adalah meliputi kerugian-kerugian :
1. kerugian yang dialami secara individu oleh seluruh anggota kelompok;
2. kerugian yang dialami secara kelompok.

Pelaksanaan ganti kerugian ini akan dilakukan oleh komisi pembayaran ganti kerugian.

F. Kesimpulan Dan Saran
1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1.  Gugatan class action merupakan gugatan perdata dalam hal untuk menuntut ganti rugi yang diajukan oleh sejumlah orang mewakili kepentingan mereka sendiri sekaligus mewakili kepentingan ratusan bahkan ribuan orang lainnya yang merupakan korban. Syarat gugatan class action adalah :

(1) gugatan secara perdata, 

(2) menyangkut kepentingan orang banyak, 

(3) memiliki kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum, 

(4) kelayakan wakil kelompok. 
   Di dalam perkara No 43/Pdt.G/2005 syarat di atas terpenuhi, tetapi syarat mengenai isi gugatan harus memuat jumlah ganti rugi dengan rinci dan jelas tidak terpenuhi maka pengadilan menyatakan bahwa syarat sebagai gugatan class action tidak terpenuhi.

2.Prosedur penerapan gugatan class action di Pengadilan Negeri Klas IA Padang melalui 2 (dua) tahap yaitu :

1. tahap pengakuan class action (notifikai)
2. tahap pemeriksaan substansi gugatan 

3. tahap pembagian ganti rugi

Dalam pemeriksaan perkara No 43/Pdt.G/2005 hanya sampai tahap notifikasi, di mana dinyatakan gugatannya tidak memenuhi syarat sebagai gugatan class action. 
2. Saran

Masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui manfaat dan kegunaan class action sehingga masih kurang digunakan oleh masyarakat. Dan di kalangan para penegak hukumpun masih banyak yang kurang paham cara penggunaan class action atau belum maksimal karena itu masih diperlukan sosialisasi kepada masyarakat umumnya dan khususnya para penegak hukum. Sebaiknya Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan penjelasan resmi atas Perma No 1 Tahun 2002.
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